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ABSTRAC

This research is motivated by the existence of a land dispute problem in
Cipanas Village, Cipanas District, Lebak Regency between Siti Supiah and Totong
Khomarudin. In this case, it was based on an objection from Siti Supiah based on
the Deed of Sale and Purchase Number 30 of 1994 against the Certificate of
Ownership Number 1447 of 2018 issued through the Complete Systematic Land
Registration Program (PTSL). The objection problem is that the AJB of 300 m2 is
included in the SHM of 819m?. To resolve this problem, there is an alternative
solution through mediation. The purpose of this study is to find out the following
things: (1) To find out the factors causing the dispute between Siti Supiah and
Totong Khomarudin (2) To find out the implementation of the process of handling
and resolving the dispute between Siti Supiah and Totong Khomarudin (3) To find
out the results and solutions provided by the Lebak Regency Land Office through
mediation in resolving the land ownership dispute between Siti Supiah and Totong
Khomarudin.

The research method used by the researcher in this study is the empirical
legal research method with a descriptive approach. This research was conducted by
collecting data, reducing data and analyzing data and providing conclusions. The
data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection
techniques are interviews and document studies.

The results of the research conducted by the researcher on the minutes of
the meeting documents and the interviews with officials/staff at the Land Office of
Lebak Regency related to mediation. The conclusions in this research are as
follows: (1) The factors causing the dispute are the failure to pay for the land based
on the Sale and Purchase Agreement (AJB) included in the certificate, which leads
to objections regarding the issuance of the Land Ownership Certificate (SHM). (2)
The process of handling and resolving disputes through mediation at the Land
Office of Lebak Regency refers to the Regulation of the Minister of Agrarian
Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of
2020 concerning Handling and Resolution of Land Cases Article 6. (3) The solution
provided by the Land Office of Lebak Regency is in the form of a Peace Deed made
in the presence of and by the head of the Land Office of Lebak Regency. The
content of the Peace Deed states that Totong Khomarudin, as the right holder based
on SHM No. 1447/Cipanas/2018, is willing to relinquish part of the ownership
rights of Siti Supiah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia.
Pentingnya tanah tidak bisa diabaikan, sehingga setiap individu berusaha
untuk memperoleh hak atas tanah tersebut. Keberadaan tanah tidak hanya
sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal tetapi juga merupakan faktor
penting yang mendukung perkembangan berbagai aspek kehidupan
manusia termasuk sosial dan ekonomi (Ramadhani, 2021). Dalam hal ini
penguasaan tanah dapat dipahami dalam dua konteks yaitu fisik dan yuridis
serta mencakup aspek perdata dan publik. Penguasaan dalam konteks
yuridis merujuk pada penguasaan yang didasarkan pada hak-hak yang
diakui dan dilindungi oleh hukum yang pada umumnya memberikan
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik
(Sam dkk., 2020). Sedangkan pemilikan tanah menunjukkan penguasaan
tanah yang dilakukan secara efektif. Hal ini menerangkan bahwa
pemilikan tanah adalah suatu penguasaan tanah yang dikuasai secara
efektif. Pendaftaran tanah merupakan syarat penting dalam upaya menata
dan mengatur peruntukan, penguasaan, kepemilikan, serta penggunaan
tanah, termasuk dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan pertanahan (Manthovani dan Istiqomah, 2017).

Kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah disetiap daerah merupakan
tanggung jawab besar bagi pemerintah atau instansi yang berwenang.
Karena masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pentingnya
memiliki surat tanda bukti kepemilikan tanah (sertipikat) serta memahami
proses pendaftaran tanah hingga selesai baik secara sporadik maupun
sistematis (Mohammad dkk., 2018). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Oleh karena itu, tanah dan sertipikasi tanah menjadi sangat krusial,
mengingat jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh negara bersifat tetap
sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat dengan Jaminan
kepastian hukum yang ingin dicapai melalui pendaftaran tanah mencakup
kepastian mengenai status hak yang terdaftar, kepastian mengenai subjek
hak, serta kepastian mengenai objek hak (Mujiburohman, 2018).
Permasalahan yang muncul di Indonesia mencakup kepastian hukum terkait
kepemilikan tanah dan prosedur pendaftaran tanah yang sering kali
menimbulkan masalah. Salah satu isu yang sering terjadi adalah adanya
sengketa kepemilikan hak atas tanah yang secara tidak langsung berkaitan
dengan prosedur pendaftaran tanah. Hal ini berakibat pada kurangnya
kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah di Indonesia (Sudiro dan
Putra, 2020). Indonesia banyak ditemui dan sering terjadi berbagai
permasalahan akan tanah menjadi sengketa yang diperdebatkan oleh
beberapa pihak yang berkaitan.

Salah satu masalah utama yang menyebabkan sengketa tanah adalah
sistem publikasi negatif yang cenderung positif dalam pendaftaran tanah di
Indonesia. Ini berarti bahwa negara tidak memberikan jaminan atas
keakuratan data yang terdapat dalam sertipikat tanah, meskipun tanah
tersebut diperoleh dengan itikad baik (Wulansari dkk., 2025). Munculnya
berbagai masalah terkait tanah menunjukkan bahwa penggunaan,
penguasaan, dan kepemilikan tanah di negara kita masih belum teratur dan
terarah. Banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dengan
berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Onny dan
Chandra, 2020). Sengketa pertanahan bersifat multi dimensional yang tidak
bisa dipahami hanya sebagai persoalan agraria. Karena itu usaha
pencegahan,  penanganan, dan  penyelesaian sengketa  harus
memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum
(Prawira dkk., 2020). Masalah dalam sektor pertanahan dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks.



Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa di bidang
pertanahan, antara lain terjadi penyerobotan atas bidang tanah, perselisihan
batas bidang tanah, perselisihan antar ahli waris terhadap bidang tanah,
terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah, munculnya sertipikat ganda pada
satu bidang tanah dan banyak faktor lain yang memicu terjadinya sengketa
di bidang pertanahan (Mardalena, 2022). Beberapa faktor yang memicu
terjadinya sengketa tanah meliputi pengaduan dari salah satu pihak, baik
individu maupun badan hukum, yang menyampaikan keberatan dan
tuntutan terkait hak serta kepemilikan tanah pihak tersebut berharap untuk
memperoleh penyelesaian yang adil tanpa adanya keberpihakan (Bangkalan
dan Kudus, 2021). Maka pemahaman mengenai akar sengketa, faktor
pendukung dan pencetusnya sangat dibutuhkan agar dapat merumuskan
strategi dan solusinya (Dewi dkk., 2024). Oleh karena itu diperlukan suatu
alternatif untuk menanggulangi sengketa pertahanan (Boboy, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 1 butir (2) menyatakan Sengketa
Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah
antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak
berdampak luas. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat
dilakukan dengan dua proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi
didalam pengadilan dan diluar pengadilan atau disebut non litigasi.
(Muhamad dkk., 2023). Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan atau
non litigasi yang menghasilkan kesepakan bersama “Win-Win Solution”
dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal
prosedural dan administratif menyelesaikan komprehensif dalam
kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik (Permono dkk., 2019).
Proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga non pengadilan salah
satunya dapat menghemat biaya melainkan dalam proses pengadilan atau

yang disebut litigasi.



Penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan
Nasional dapat dilakukan melalui mediasi yang merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses ini melibatkan pihak ketiga
yang bersifat netral yang dikenal sebagai mediator. Mediator berperan
dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan bersama melalui komunikasi dan negosiasi yang terstruktur
dan terukur (Rahimah dkk., 2021). Beberapa permasalahan tanah, bisa
diselesaikan dengan baik oleh Kantor Badan Pertanahan melalui mediasi.
Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa
(APS) disamping negosiasi arbitrase dan pengadilan (Panggabean, 2019).

Mediasi memungkinkan penyelesaian yang cepat menghemat waktu
dan tentu saja mengurangi biaya pengadilan yang mahal. Hasil dari mediasi
adalah kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa yang
dimediasi oleh mediator, yang tentu saja akan sangat bermanfaat jika
dilakukan dengan benar (Wijiatmawati, 2014). Adanya pelaksanaan
mediasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk
perdamaian. Dalam proses mediasi kedua pihak memiliki kebebasan untuk
mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, sehingga peluang untuk
mencapai perdamaian menjadi lebih besar. Dengan demikian penyelesaian
sengketa tanah dapat tercapai karena masing-masing pihak memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pendapat baik yang mereka rasakan
maupun yang mereka harapkan (Sagoni dkk., 2023). Pelaksanaan hasil
mediasi sebaiknya bergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak
dalam menyelesaikan permasalahan. Namun terlepas dari itikad baik
tersebut keputusan mediasi yang dicapai bersama akan memiliki kekuatan
hukum yang lebih kuat jika pertama dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri
setempat (Nasir, 2013). Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa
pertanahan berupa mediasi keuntungan bagi para pihak untuk menggunakan

sebaik baiknya alternatif tersebut tanpa melalui jalur litigasi.



Adapun sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur non
litigasi atau mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang dijadikan
dalam pokok bahasan permasalahan oleh peneliti adanya salah satu kasus
sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah pada tahun 2024 di daerah Desa
Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Pada Kasus Siti Supiah
selaku pemohon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 30/CIPANAS/1994
nama Siti Supiah selaku pembeli yang diperoleh dari Kiok Saputra seluas
300 m? terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak
yang dibuat dihadapan/dan oleh Widjayadikusumah, Selaku PPATS di
wilayah Cipanas Selaku termohon berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor 1447/CIPANAS atas nama Totong Komarudin, Surat Ukur Nomor
1030/CIPANAS/2018 Tanggal 11 Oktober 2018, Seluas 819 m? terletak di
Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak terbit melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018. Pemohon Siti Supiah
keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor
1447/CIPANAS bahwa terindikasi adanya surat peryataan pengakuan hak
atas sebidang tanah tanggal 14 Oktober 2023, terindikasi adanya surat
peryataan perjanjian pembayaran atas sebidang tanah pada tanggal 14
Oktober 2023 (pembayaran belum dilaksanakan). Penguasan Kepemilikan
Tanah Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1447/CIPANAS atas
nama Totong Komarudin Sebagian Luas 300 m?. Berdasarkan kasus yang
peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan AJB No. 30 Tahun 1994
Dengan Sertipikat HM No. 1447 Tahun 2018 Studi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lebak”



B. Rumusan Masalah

Banyaknya kasus sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
peneliti mengambil salah kasus yang sedang berjalan pada tahun 2024
diambil dalam pokok bahasan dari permasalahan antara Siti Supiah dan
Totong Khomarudin di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten
Lebak. Banyak juga masyarakat berpikiran bahwa dengan mengurus
masalah ke Pengadilan Negeri memerlukan waktu dan biaya yang tidak
sedikit. Sehingga aspek yang diteliti oleh peneliti berupa penyelesaian kasus
sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi. Untuk itu,
peneliti akan merumuskan beberapa pertanyaan untuk memperjelas masalah
dan alur pikir peneliti.

1. Apa faktor penyebab sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Siti
Supiah dan Totong Khomarudin di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas
Kabupaten Lebak?

2. Bagaimana proses penanganan dan penyelesaian sengketa kepemilikan
hak atas tanah antara Siti Supiah dan Totong Khomarudin melalui
mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak?

3. Bagaimana hasil dan solusi yang diberikan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebak dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas
tanah antara Siti Supiah dan Totong Khomarudin melalui mediasi di

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa
kepemilikan hak atas tanah antara Siti Supiah dan Totong
Khomarudin di Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten
Lebak.

b. Untuk mengetahui tahapan penanganan dan penyelesaian sengketa

kepemilikan hak atas tanah antara Siti Supiah dan Totong



Khomarudin melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lebak.

c. Untuk mengetahui hasil dan solusi yang diberikan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lebak dalam penyelesaian sengketa
kepemilikan hak atas tanah antara Siti Supiah dan Totong
Khomarudin melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lebak.

2. Manfaat dan kegunaan dari penelitian:

a. Secara akademis, penulisan secara teoritis diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terhadap
masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang pertanahan mengenai penggunaan mediasi
dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah.

b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan, bahan
evaluasi, serta informasi bagi Kantor Pertanahan dalam
penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa
kepemilikan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Lebak.

c. Secara sosial, diharapkan bagi penelitian ini dapat memberikan
informasi, gambaran serta pandangan kepada peneliti selanjutnya
terhadap masalah di bidang pertanahan mengenai penggunaan
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kepemilikan hak

atas tanah.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Penggunaan Mediasi pada

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah antara Siti Supiah dan

Totong Khomarudin Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Faktor penyebab sengketa tanah antara Siti Supiah dan Totong
Khomarudin, sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan tanah seluas
300 m* yang sah secara hukum milik Siti Supiah, berdasarkan AJB
Nomor 30/Cipanas/1994. Tanah ini awalnya merupakan bagian dari
kepemilikan Kiok Saputra yang kemudian dijual kepada beberapa pihak,
termasuk Siti Supiah. Komplikasi muncul ketika SHM Nomor
1447/Cipanas atas nama Totong Khomarudin terbit melalui program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018. SHM
ini mencakup sebagian tanah seluas 300 m? yang sudah menjadi hak
milik Siti Supiah berdasarkan AJB Nomor 30/Cipanas/2018. Totong
Khomarudin telah mengakui kepemilikan Siti Supiah atas tanah tersebut
dan telah menyepakati pembayaran sebesar 90 Juta Rupiah pembayaran
ini belum terlaksana. Totong Khomarudin yang memperoleh tanah
warisan dari Alm. Toto (Ayah dari Totong Khomarudin) yang
merupakan saudara kandung Siti Supiah. Tanah yang dimiliki oleh
Totong Khomarudin secara fisik tidak mencakup tanah dari Siti Supiah
yang diperoleh dari Kiok Saputra. Akibatnya, Siti Supiah merasa
dirugikan dan telah mengajukan permohonan pembatalan SHM atas
nama Totong Khomarudin ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan
menempuh jalur Mediasi.

Proses Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan
tahapan dari mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten

Lebak merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan
dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berawal dari masuknya pengaduan
di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, pemohon melengkapi berkas
dokumen pendukung, pengolongan kasus, pengkajian kasus, gelar awal,
penelitian, ekspos hasil penelitian, mediasi, gelar akhir, penyelesaian
kasus akhir. Pada kasus Siti Supiah dan Totong Khomarudin semua
tahapan berhasil dilaksanakan serta mendapatkan kesepakatan bersama.
. Hasil dan solusi yang diberikan pada kasus sengketa kepemilikan hak
atas tanah antara Siti Supiah dan Totong Khomarudin berupa Akta
Perdamaian yang dibuat di hadapan/dan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebak yang disepakati bersama oleh masing-masing Pihak.
Isi Akta Perdamaian adalah pelepasan sebagian hak atas tanah yang
masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Cipanas/2018 tercatat
atas nama Totong Khomarudin seluas 819 m? Kesepakatan yang
dilepaskan sesuai dengan penunjukan batas kembali oleh Siti Supiah dan
Totong Khomarudin berdasarkan kondisi fisik lapangan. Kantor
Pertanahan Kabupaten Lebak, memberikan solusi kepada Siti Supiah dan
Totong Khomarudin agar kedua belah pihak yang bersengketa (objek dan
subjek) harapannya bersama-sama mengajukan Akta Perdamaian ke
Pengadilan Negeri setempat. Untuk menguatkan Akta Perdamaian

menjadi Putusan Pengadilan.
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B. Saran

1.

Untuk mencegah timbulnya Gugatan dikemudian hari antara kedua belah
pihak yang bersengketa (subjek dan objek), disarankan agar Akta
Perdamaian yang telah disepakati tidak berhenti ditahap kesepakatan.
Tujuanya adalah agar Akta Perdamaian tersebut dapat dituangkan ke
dalam Putusan Pengadilan. Dengan demikian, Akta Perdamaian akan
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebak, khususnya pada Seksi 5 Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, menjadi krusial mengingat tingginya volume
agenda sengketa. Penambahan (SDM) ini bertujuan untuk memastikan
penyelesaian pekerjaan yang efektif dan efisien di Seksi 5 tersebut.
Selain itu, untuk memimpin jalannya mediasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebak, Kepala Seksi dan Koordinator Substansi Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan

Penanganan Sengketa disarankan memiliki sertipikasi mediator.
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